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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN 
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMBAS 
ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 
Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah in adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan 
Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu satu Pintu, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
Bidang Usaha Penanaman Modal, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, 
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. 
 

  - Peraturan Daerah ini memuat : 
1. Ketentuan Umum 
2. Maksud dan Tujuan 
3. Asas dan Ruang Lingkup 
4. Kewenangan Pemerintah Daerah 
5. Kriteria, Bentuk dan Jenis Usaha 
6. Tata cara pemberian insentif dan kemudahan 
7. Pelaporan dan evaluasi 
8. Pembinaan dan Pengawasan 
9. Ketentuan penutup 
  

CATATAN : - Peraturan Daerah ini terdiri dari 9 BAB dan 24 Pasal. 
  - Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021. 



 
 

 


